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WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Menimbang

Mengingat

Y

NAN BALIMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar

masyarakat sekaligus hak konstitusional yang berhak
diperoleh setiap warga negara Indonesia;

. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan

kesehatan masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat
Nan Balimo ditetapkan sebagai Pusat kesehatan
masyarakat yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

. bahwa untuk menjamin ketersediaan,

keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan
dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh
Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan
Masyarakat, diperlukan adanya Standar Pelayanan
Minimal dalam Bidang Kesehatan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar
Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat Nan Balimo;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19);
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keungan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomer 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970
tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok
dan Kotamadya Payakumbuh:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomeor 1540j);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 68);




10.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan

Masyarakat;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR

PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT NAN BALIMO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok

2. Walikota adalah Walikota Solok

3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas Nan
Balimo

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas.

5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut
SPM Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan
Dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak
diperoleh setiap warga negara secara minimal.

6. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas
kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi
secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
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BAB 11
JENIS DAN MUTU PELAYANAN

Bagian Kesatu
Jenis Pelayvanan
Pasal 2

Jenis Pelavanan Dasar pada SPM Kesehatan terdiri atas:

a.
b.

B 3
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(1)

(2)

pelayanan kesehatan ibu hamil;

pelayanan kesehatan ibu bersalin;

pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

pelayvanan kesehatan balita;

pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
pelayanan kesehatan pada usia produktif;

pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus:

pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis; dan
pelayanan kesehatan dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan
daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus).

Bagian Kedua
Mutu Pelayanan

Pasal 3
Pemimpin BLUD Puskesmas wajib memenuhi mutu pelayanan

setiap jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan.

Mutu pelavanan setiap jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis
yang terdiri atas:

a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

b. standar jumlah dan kualitas personel/sumberdaya manusia
kesehatan:dan

¢. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
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(3)

SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

BAB [II
TARGET PENCAPAIAN

Pasal 4

Target pencapaian dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis

pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% ([seratus persen).

(1)

(3)

(1)

(2]

(3)

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

BLUD Puskesmas wajib melaksanakan setiap jenis pelayvanan
berdasarkan SPM Kesehatan;

Pemimpin BLUD Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan
pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM Kesehatan;

Penyelenggaraan pelayanan dasar pada setiap jenis SPM Kesehatan
dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi dan
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB V
PENERAPAN

Pasal 6
Pemimpin BLUD Puskesmas menyusun rencana kerja dan anggaran,
target pendapatan, upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu
pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM
Kesehatan;
Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disusun dengan menggunakan format rencana bisnis dan anggaran;

Setiap pelaksana pelayanan menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai
dengan standar operasional prosedur yang berlaku
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BAB VI
PEMBINAAN DANPENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 7

(1) Pembinaan teknis BLUD Puskesmas dilakukan oleh kepala Perangkat
Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

(2) Pembinaan keuangan BLUD Puskesmas dilakukan oleh Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),berupa:

.

b.

fasilitasi;

pemberian orientasi umum;
petunjuk teknis;
bimbinganteknis;
pendidikan dan latihan;atau
bantuan teknis lainnya.

(4] Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:

da.

perhitungan sumber daya dan dana yvang dibutuhkan untuk
mencapai SPM;

penyusunan rencana pencapalan SPM dan penetapan target
tahunan pencapaian SPM;

penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;

pelaporan prestasi kerja pencapaian3PM;

. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk

implementasi pola pengelolaan keuangan badan lavanan umum
daerah pada Puskesmas yang bersangkutan;

penyusunan rencana bisnis dan anggaran;
pelaksanaan anggaran; dan

akuntansi dan pelaporan keuangan.




Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 8
Pengawasan BLUD Puskesmas dilakukan oleh Perangkat Daerah yang

mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Pada saat Peraturan Walikota mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 29
Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat
Nan Balimo (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2019 Nomor 31) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal o Rouwem e 2022

Di undangkan di Solok
pada tanggal J¢ Uﬂwr-u‘ggr Tt

SE IS RAH

SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2922 NOMOR .. 96 .

A




=

TapUES mp Lpaag Aueto g oeaom Buopousd efleus), g
rensas ueuesiad “URIRtAs A uruvAn@d sEnpse P uEnyEng e
mmruredegad mepedepuam IRPUEE IBnsas LIfeELac et
001 o0t o0t oot 00T urpesiag g mmﬁu..m - upesiaq ne| (AldY) [eutioy] uetpEsIa] mensy eEpeEpe [eusou memesiad sepumg ()] uRiEgasEay UBruBARa] | &

i Burppsuoy) wmeom nuray, ¢l
rmnseEy uetedueuad fetnesEpee ] 1
T RIngR] 8a, ¢
ARG Q6 [P RIED Yequnzg ja[qR) UELaquag
megTInIT EnjEas TeEUSp ENSas EESTUTIY UELISIS]
Hrpa) woel Fonoef jnduap uep uroel mejussard uemoausg
Jgain snpung nege wiges yesund @un ueinnBusg -
{11 seae ueBual eyBun uesnmBuag
qerEp uewEs usanndue]
‘uepeq up uep gepeg TRIeq wearsnduag
: LOT THNuamam
Aued [eeusiue ueuedeed  oped sepeny Jepusls (@

RPN - R I B

efinay Jaisawnn eped mey eng "

PIRPUEIE T2nsas ‘Enpay sasewin wped ey meg g
|EjEUEiTE veueaeed ‘rureltad sapsaunn wped ey nieg ‘B
ueyedepua “ernyualay uEiuap (fy) uepumeyay ey nigr
001 0ot 0ot 001 001 ey negt deneg | fwurey ngp spopiad wurepes ey p ueRunfuny yerepe senoeny epuEg (| uRIByasay UBUEARfad | |
g1 A8 W | B3 AVANVIS | NVNVAVIEd uvsva
NVNAHVI LIDAV.L NVVLVANINEd | VININANEJ dVSVA NVAVTEd NLOW NVNVAVTHd SINEr | oN

TVINININ NVNVAVTIEd AVANV.LS

OWITVE NVN LYIVIVASVIA NV LVHASHN LVS(d
HVHAVA SINMAL VNVSIV T LING HYNIVA WAWA NYNVAYT NVave
IVININTIA NVNVAY THd dVAONYLS DNVILNL

Ze0Z NNHVL %h donoN

NOTOS VIONITVM NVANIVIH

NVIIAV




of

e 1 enq [ -9 wisn vped v UIHE [nsdey URHaquad ¢
ungel /| ¢ paunm ueiuequasiad genmuetms ] ¢
unie} /iey z feununu wepaq @dun /Fuelued remyniusg
UnyEae (e g e ueFuRquIta] ¢

TEpPUEIR umng [1- ( BEN B unEyesal ueueiepd 8

1BNEaE UB]elasay

urueAR]ad spndppour ‘Hureouay iU Fousgs
ueyIedepuam uep Y ngng meyeundfusm veluequadred uep wegneguunisad HIITE

001 01 001 an1 001 e dunag eley eneyuemad wrunined Yepepe JEyes eileq UeIeyasad usueinad (1 UEJEL[28E3 :.m:mmﬂu.n_u .

isr'

sepdioy] [Ejenosu snsey vesning vep oeuEdurua ¢
-ueeyesay efeuay Fuojop Jepn 1w
Bued wel p7 > man deq yroun syafol g snneday [sespmu ¢
‘14
upanapa el veiiedepus wnjag neEe wepegEsay urdeieged
serse) 1p upp ange fued Seq 1y UEIA WRpSGLIES] ¢
TNELN
tnnEyapusd wepunBiusm uedusp uEEasa] eI
PENRENR [§Y WP anfe] naeq eg cepaesad Sujasuoy «
mndyou guEp Yueie)es [ETSULED [EFEU0a WEIEMEID]
(e gz ~ wel o) Aye) yeEies [ESULsT] rIEUoay uetRiEad q

‘{0l stpedal] usiea syalul) [sesUnW UeHagad ¢
‘o Ue Ben s8] /daes uedagquog ¢
T urmrEa syl «
" rg nsnduagy sEE] +
esnd e umesesad vep uveiiuoomad ¢
mndijaur gye| 19es [EEUaSa [E1eU0aU UEiEmMela]
(el geg) me] jeEes (RIEURST (ElEU0N UBURARE] @
seeny pums (7
‘et gz - @ (eN) € raruoay uedunfuny 9
lepuels IeNsss ey 4 - ¢ (N § eaeuoay velunfuny q
unjEasay ustredejod el g - 9 (ENM) [ peaeuoay oeBuniuny e
ueyjedepuat engueiey tefuap ‘eyeuoan apotiad Anye] naeg e
001 0ot 0ol 0ot 001 e noeq deq depeg | Jge) naeq ey wiepes 1ey ¢ e ueBunfun yefepe sejpueny Jepumg (1] umeyasey| ueuwiRad | €

mauitad uep ueply ‘g
nepe ‘uepug fuelo 7 g
—— — neje .:ﬂﬂﬂ mep ayHor] |




‘(saLW) wes
e npedie) uswefusw  uejexapuad uespeungausw
marreg ueuedejed Yu[EpE R{Es B[eq UmByIsey] usuBiHag

FEELLIGUT Tep TRE NP 4
‘uepeq BAun/Suefued vep Uepeg TEseg UBITNIUS]
uepnfine] [sesUNWL UBHaqUuad ¢
‘deyBus| Iesep ISESIUNW UBaquiad +
y uTurela (nsdey uspaqua ¢
girpeg weduequiasiad uenEjURLLG] ¢
‘unteias ey z yuiuvgos F unmela nsdey uelsquadg ¢
ey /ey @ eunup uefuequesyiad uenuIUEBwag ¢
‘umnees /ey
7 rewiurr wape EHun /Auelued veanyniuad ¢
fueng g NPEM UnIy WeEp
e f [RLIIUIW) unyees ey g [eunuim usdusguiruag ¢
RN §6-4F IS BI[RE Umjeyasay usuBiRag 3

uenue] [Eesiunul] Weiio s &
-UTILEas I8y 7 HEAURGgSs Y Uirejia [nsdef URLIag s +
‘unye) /e 7 rewmurm uedusqusiisd genmmuBRS &
unye; /ey
7 pewiurn bepeg @33un /Suelusd vsinyniuag +
‘{uemiq 9 mEM UMY weEp
e (RO UNYEES (] g (U veiunguiuad ¢
weng £E-C RIEN By uejeyassy] uetedniad 'q

sdeyiun] resep mesIoTW] UELagULg +
anav

e




TepuEs

ETIE2S UE]EYa5aY sHE12 nyeued oEp puossws [Eusw oendued myaian p
usueAEed a3 uniye RIeD Weep (021890 Japuy [sipelag 2
aadepuam sen 09 epEn ierep
a3 uniye) go BEn BEaUapi] | wnd sepey twesyuemed medusp STAIOW Sa1agRIp 18Ya180] nfuey wisn
Bigauopu] wreloy erefapn getep ueueys) esyuowow weFuop wuspadiy wymiog R uprd umByasay
oot (48] 001 001 001 ediep depeg wie s pndyaw nfue] Brsn oeegssey uruedelpd 1EpURS MNS6E uruEieE,]
unye) 65-0¢
IS e NIUn Snsnid vA | ueesyuawad uep sy
wrepnded vsesyuewad nrmpew sosuey mp syaeg 9
ereFuapusd urmefmey vrws USWms] )
freyeyduad vemefoyen urEsUama] ‘S
JepuE]s inyeipaduep eoosows ejusw vendund sHeag p
TET SO TEjEasa) IENI[P S2IRgENR UeUNSUnIa] 183219 D
umueiead towurd ueyeBoousd refeqos
weyyedupusw Yeiep uTUENe] esyEeuew uvduep susedny sHeeg g
urngey ungel 65 Py fnaed
RS PS T BEn o1 JuyBuiTelies URPEQ Rlaq UBD UBpeg [HUun esyLie s Jnynposd esn
wsauopu] eieday | =En sssuopu) uEfuap UBNNHE{P sHiseqo Usun{iuniiey Eyaag a8 vped uejEyesay
001 001 001 | 001 | 001 ey dagag | eaeSay wdaem : pndiau ynpord wisn umegasey Fuius Japuws enses) unueinfa
fepeyncdaed
urfuap urieduspuad BrapuUl reunelEEy UBIRIUS] o
tnafausiaysod
medusp mareyiduad wiapur vewelEiey ueepoe P
npnu vep il weiegessy uweEua] D
HsepEu
JTEPLUEE RN LR TPEL 1sUanyad] Jelep uetreya)) (B Bpue) uetepiauag q
tEpEyesay Juniys Hermaue sy epu) JEERp
ueyjedepluam Jesep JuwEp ‘uepeg 1Risq ‘uepeg @Eun) E snes ueeIuag ‘e uENIpipuad 21sn
uedipipusd Esn ey 1o ued » rndipam uped uejnyasay
001 001 a0l 00 o0l vped yeuw denoeg | 2ish eped yeuy msup  ueympipusd  wien ueegessy  Bumuye sepueis  1enssg) tremadaga]




[_LJ]

IRPURIS HNsa
umeyasasy uerpiegmd

fmusaadd vep mowerd weperdoy] p
Lrepuels [yo uvenpinid veduap

(V0] sisomogsgn) noe jego ueduap dereqoduag o
{umeqoduad
ITLRE URp G 20 uB[ndg isteiul usjeqofuad npye

vped veyeqofuad menfeway unnmuetnad veREUaWDY (]

(A1) ssompaqm
uefuap Surioe
eped uejeyssay

umpndepuaur g1, AL iSTUIY Uep sifojolialyeq Biedas ], sisoudep ueyedouny e
001 001 001 001 | oot ueduap Sunio denag | welusp Buwio : undiewm g, uejuygesay] veundefed Jepums ensog ueuedepd L1
1eLag
ITepuels ensas (roao) 1Bdag
uBjELjasay ueirelejed amil emil vendiusl
uvEedupuL Erag uvendued Helag POC]O LR UBRLISIDOSY UeNepUL], (] ueiuap dueio
(o) warl wendued uEduap IsEn[Eas UBp SENpYH e eped umjeasay
| oot | ool | 00f | 001 001 nmm:mﬂ_u Hueio denesg Hueio : nondeur emi| usieyassy ueueiead mpums mNsag weusieEy |01
‘siFooy L] [SUasTIU] P
JEPUEIS TENSE wEppew L nu wdesa] <2
uejeressy uewrele)ad sy seguyy g
e edepuam ST [a gsENnpH e ST sagagap
SO[A1 SR ] sI13qRI : nd e ejuapuad eped
001 001 a0l 001 o0t wrapuad denes wuapuad | smew sajeqep Byuepuad uejeyesay unueiR[ed IRpUEIS TENSSS UEjEasal USUBRAER] | 6
|
| IsTHo[o Hure)
veEopived uep senye ‘Fuequmos 1eip wrinigiuad
Tapums IsENnps "fulep UBrleya] fULio)Ioul rep weRseUamad o
IENEaS UBjEyasay LIV A wusaadng mLapuad
ueueAead rpedoy UByLRGIP TRPURS BNSAS URRas) Ueleda)ad q
ueyiedepuon LM rogyop e gy yuspesd venpoed gnopdaap w wuatadiy
s oaodiy b g ) D nncdijoti wrapuad wped
001 01 Q01 01 o1 muapusl datog muapuad Eusitadny eymepuad  umeyomsy  uerupdwpad  JepuRE ENSSS wEjEgesay uetelea] | g




VNN

L MO0

-
b,

0ol

001

ool

01

001

JEPUES TBNSIS
Al ueesH=md
uenjedepuam
[veyeyamisemad
ESE U]

el BRI wep
‘vzdeu Bundduad
opuadsimegg
Jernam ‘s Wi
wMse] ‘g, usteed
Ty ngE AL
IEH@ LI OIS0
duwo dengoag

(reyeredsew
Biequual
uBELUq
BE.IEM

uep ‘ezdo
wun#duad
‘lapuadstirn
Jerem QN

uassd ‘gl

uapsed promeg

_ o)
Al UL
OHISa130
Hueigy

Jnedan AJH usesyLIamad

liset ueluap umeyeiedsewad vEvquual urBEULY

wdiem uep ‘ezdeu wunBduad ‘repusisuen /emem
(S 1ensyas temuaw XU ueduap JFuvin ¢

edusduvsed uep (VHAO) AIH ueBuap

duwio Feq SAIV UBp AlH Fuejud Suipsuoy

uep YAV useqoduad uspredepuai ynun

ruedreuaw ndurew Sued seypsey oy ynlnap
snuey jmsod weessjuowad ey ueBuop Sueig ¢

‘uendelanp yes) dued (Ruoseu

JBPUES [BNSJS 521 1u[e ueyeundduam ueduap
ATH 18d50 $2) ueyeunSHuam A uBeSHUIIW] T
SCIVAIH e13] ISeutofur uetiagquiad * |
WEHUSP rep osasag Fued Sueto Beq useEyesasy

sednjad yojo j3e weoos UBNIEMENP AlH URESHLIDWLS] “q

ATH

ISMRIULIS) oMIsad Iprmai Fuelo eped ueyedaouad ededn e
: nndaw ATH veesyLDuixd nepedepusw repuels rensag

_
fsniiy Rovuaoyapounuinig
upng) BIEnuEn
yngng ueye) edep
UBNBIISRI Fies
SILIA ISHIJULI) o3isal
eduap Junio eped
WE RIS sy uBueAR[ad

el




PEMERINTAH KOTA SOLOK

KETERANGAN

PERATURAN WALIKOTA KOTA SOLOK

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
NAN BALIMO

TAHUN 2022




KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SOLOK
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) dari
Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota yang bertanggung  jawab
menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang merupakan fasilitas
pelayanan kesehatan (perorangan dan masyarakat) tingkat pertama (FKTP).
Oleh karena itu perlu disusun sistem manajemen untuk mencegah
terjadinyva kejadian yvang tidak diinginkan yang meliputi: identifikasi risiko,
analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring yang
berkesinambungan dan komunikasi. Untuk melakukan monitoring vang
berkesinambungan diperlukan adanya indikator (tolak ukur) dan target
(threshold) yang harus dicapai atau dipenuhi.

Upaya untuk meningkatkan kepuasan bahkan kesetiaan pelanggan
dan menjamin keamanan pasien dapat dilakukan dengan standarisasi
pelayanan. Bagaimana penerapan standar pelayanan tersebut apakah telah
dapat menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien harus dapat
ditunjukkan dengan fakta. Oleh karena itu pengukuran (indikator] dan
target pencapaian untuk tiap indikator perlu disusun, disepakati, dan
ditetapkan sebagai acuan. Untuk menjamin terlaksananya pelayanan
kesehatan vang bermutu/dapat menjamin kepuasan pelanggan dan
keamanan pasien maka UPTD Puskesmas perlu mengembangkan Standar
Pelayanan Minimal yang juga merupakan salah satu syarat adminisirasi
Puskesmas BLUD.

B. Tujuan
Adapun tujuan disusunnya Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai

berikut:

1. Sebagai pedoman bag puskesmas dalam penyelenggaraan layanan
kepada masyarakat.

2. Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan.




3. Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang
dibutuhkan.
4. Alat Akuntanbilitas Puskesmas dalam penyelenggaraan layanannya.

Mendorong terwujudnya checks and balance.

E'J'I

6. Terciptanya  transparasi dan  partisipasi masyarakat dalam

penvelenggaraan puskesmas.

II. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
A. Landasan Filosofis

IIL.

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka penerapan BLUD,
dilaksanakan oleh tim perencanaan tingkat Puskesmas yang ditunjuk oleh
kepala Puskesmas melalui SK Kepala Puskesmas.

Landasan Sosiologis

Penvusunan standar pelayanan minimal diatur dalam Peraturan Kepala
Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan,
kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh
UPTD yang akan menerapkan BLUD sesuai peratutan perundang-

undangan.

. Landasan Yuridis

Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), standar pelayanan
minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar
yang dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah vang akan menerapkan
BLUD.

MATERI MUATAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS NAN BALIMO

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai
jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan
pemerintahan wajib yvang berhak diperoleh setiap warga negara secara
minimal. SPM di Puskesmas menjadi acuan Puskesmas dalam
mencapai standar kinerja, membuat perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi kegiatan Upayva Kesehatan Masyarakat (UKM] dan Upaya
Kesehatan Perorangan (UKF).




Ada 2 (dua) Jenis SPM yaitu SPM Kesehatan dan SPM (Puskesmas)
BLUD:

1.

SPM Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100

Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun

adalah:

a. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM
adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar
yvang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak
diperoleh setiap Warga Negara secara minimal 2019.

b. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar Warga Negara.

c. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka
penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar vang
berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

d. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas
barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya
secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis
agar hidup secara layak.

e. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan vang
wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

2. 8SPM BLUD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 79 Tahun 2018 adalah Standar pelayanan minimal
memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar
vang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan
Daerah vyang akan menerapkan BLUD, untuk menjamin
ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan,
kemudahan dan kualitas layanan umum vang diberikan oleh Unit
Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD
sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SPM
BLUD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Sebelum
ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah, SPM BLUD
Puskesmas tersebut disusun dan ditandatangani oleh Kepala
Puskesmas untuk maju dalam tahap selanjutnya yaitu penilaian.




IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dengan adanya Standar Pelayanan Minimal pada Puskesmas yang
menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dapat digunakan sebagai
acuan dalam melakukan pelayanan kesehatan di Puskesmas untuk
meningkatkan kinerja layanan dengan didukung adanya fleksibilitas
pengelolaan anggaran.

B. Saran
Standar Pelayanan Minimal (SPM] disusun untuk memberikan panduan
kebijakan pelayanan kesehatan di Puskesmas perlu mendapat dukungan
dan partisipasi pegawai karyawan Puskesmas serta perhatian dan
dukungan Pemerintah baik bersifat materiil, administratif maupun politis.

Kepala Dinas Kesehatan
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